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ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF 2 PROPRIETARY PROOFS FOR JUDICIALS TO
PUNISH THE PUNISHMENT
(Study of Decision No: 613 / Pid.B / 2015 / PT.Mdn)

BY:
TRI TEGUH CAHYO WIBOWO
NPM: 12.840.0260

The proof is the presentation of legal evidence by the judge who examines a
case to provide certainty about the truth of the event presented. In this case the
Public Prosecutor is obliged to prove the events presented by filing evidence in front
of the court to be judged correct by the Panel of Judges. Then the Public Prosecutor,
the Legal Counsel and the Panel of Judges conduct legal review. By the Public
Prosecutor, the result of the proof is made in the letter of demand (requisitoir). Then
the Legal Counsel responds to the indictment of the Public Prosecutor in a defense
plea (pledoi), and will be discussed by the Panel of Judges in the final verdict
(verdict).

The problems discussed in the writing of the thesis is how the application of
the evidentiary system according to Article 183 and Article 184 of the Criminal
Procedure Code and how the influence of evidence as judges' judgment in
sentencing.

The research method is Library Research (Library Research) that is by
conducting research on various sources of reading that is books, legal magazines,
opinions of scholars, law regulations and also lecture materials. Primary Legal
Material is the primary legal material is the Criminal Code, the Criminal Procedure
Code and Law no. 48 Year 2009 on Judicial Power. Secondary Legal Material
namely Decision No. 613 / Pid.B / 2015 / PT.Mdn related to thesis writing. Tertiary
Law Material in this case is the internet as well as legal dictionary.

The system adheres to "lawful proofs are negatively regulated in the Book of
Procedure Law in Article 183 of the Criminal Procedure Code, which reads:" The
judge shall not impose a penalty on a person except if with at least two valid
evidence he obtains the belief that a a crime actually happened and that the
defendant was guilty of doing it . Evidence is a very important consideration for the
Judge in imposing penalties for the defendant or perpetrator. No indication of the
defendant’s error can be attributed to Article 183 of the Criminal Procedure Code
which regulates the existence of a minimum amount of evidence as much as two
pieces of evidence as provided for in Article 184 paragraph (1) of the Criminal
Procedure Code and must be present the judge's conviction of the defendant's faults.
In the event that the minimum requirement of evidence is not provided, or if the judge
is not convinced of the defendant’s defendant based on the evidence presented at the
hearing, the defendant can not be convicted of a crime.

Keywords: Evidence Tool, Judge's Decision
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saksi yang mengenal pisau tersebut sebagai sesuatu yang digunakan oleh terdakwa untuk
membunuh korbannya karena saksi tersebut melihat sendiri pada saat terdakwa melakukan
aksinya. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa, kedudukan barang bukti sesungguhnya sangat
penting di dalam persidangan, yaitu dapat memberikan tambahan keyakinan kepada hakim
yang kemudian akan dijadikan dasar untuk memberikan putusan terhadap tindak pidana
yang didakwakan terhadap terdakwa.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kckuasaan Kehakiman yang
menentukan sebagai berikut:

Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Pasal 1 diserahkan

kepada Badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-undang, dengan

tugas pokok untuk menerima memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap
perkara yang diajukan kepadanya.

Kata terpenting dalam ketentuan di atas adalah “mengadili” Perbuatan mengadili
berintikan mewujudkan keadilan, Hakim melakukan kegiatan dan tindakan-tindakan.
pertama-tama menelaah lebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya.
Setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu, serta
menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, kemudian memberikan kesimpulan dan
menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Dalam mengadili Hakim berusaha
menegakkan kembali hukum yang dilanggar.

Putusan Hakim atau lazim disebut dengan istilah “Putusan Pengadilan” sangat
diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan adanya “putusan Hakim” ini,
diharapkan para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh
kepastian hukum tentang statusnya.

Bab I angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No:

S tahun 1981) menyebutkan “Putusan Pengadilan™ adalah: “Pernyataan Hakim yang
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diucapkan dalam sidang Pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau lepas
dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-
undang ini.”

Kasus kecjahatan tersebut apabila sudah dilimpahkan kepengadilan, diproses dan
dijatuhi vonis oleh hakim maka terkadang dan bahkan sering berbeda antara putusan
hakim satu dengan putusan hakim lainnya dalam menerapkan pasal berapa yang sesuai
dijatuhkan kepada pelaku kejahatan itu. Bahkan apabila terdakwa pelaku kejahatan itu
melakukan upaya hukum setelah penjatuhan keputusan pidana oleh hakim terkadang
bantuan-bantuan dan sebagainya itu harus juga diberikan pada waktu atau sebelum
kejahatan itu dilakukan upaya hukum sctelah penjatuhan keputusan pidana oleh hakim.

Dari paparan tersebut di atas masalah tentang penerapan dua alat bukti yang sah
merupakan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana
pemerasan dengan kekerasan pada Putusan No. 613/Pid.B/2015/PT.Mdn yang akan
menjadi bahan perbincangan yang menarik di kalangan para penegak hukum, para
kalangan mahasiswa, sampai kepada masyarakat luas tentunya. Oleh karena itu timbul
suatu ketertarikan penulis yang sangat besar untuk menulis skripsi tentang penerapan alat

bukti sebagai pertimbangan hakim dalam membuat hukuman bagi terdakwa tersebut.

1.2.  Identifikasi Masalah

I. Penerapan sistem pembuktian menurut Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP.

[§)

. Penerapan dua alat bukti yang sah bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman.
3, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tindak pidana
pemerasan dengan kekerasan.
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BAB 11
LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori
2.1.1.Teori Sistem Hukum

Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan
argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling
tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standart
teoritis."”

Sebelum membahas lebih dalam mengenai teori sistem hukum menurut Lawrence
Friedman, ada baiknya terlebih dahulu mengetahui pendapat dari Hans Kelsen tentang
Sistem hukum. Kelsen mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma.”’
Kemudian Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh
dari norma yang lebih tinggi diatasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana
norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang discbut
sebagai norma dasar.”’

Berdasarkan hakikat norma dasar tersebut Hans Kelsen membagi sistem norma
menjadi dua jenis yaitu sistem norma statis dan sistem norma dinamis. Sistem norma statis
hanya dapat ditemukan melalui tatanan kerja intelektual, yakni melalui penyimpulan dari
vang umum kepada yang khusus. Sedangkan sistem norma dinamis merupakan norma
vang diluarnya kita sudah tidak lagi dapat menemukan norma yang lebih tinggi darinya,

dan tidak dapat diperoleh melalui suatu tatanan kerja intelektual >

'Y Juhaya S.Praja, 2014, Teori Hukum dan Aplikasinya, CV .Pustaka Setia, Bandung. Hal. 53
“®Hans Kelsen, 2008, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Nusa Media, Bandung. Hal.159.
21 3 5

Ibid, Hal. 161.
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diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan-bahan mentah
tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan.*

Input yang berupa konsep gugatan atau dakwaan dalam sebuah sistem adalah
clemen sikap dan nilai sosial atas tuntutan-tuntutan masyarakat yang menggerakkan sistem
hukum. Jika masyarakat tidak melakukan tuntutan atas nilai dan sikap yang mereka anggap
bertentangan dengan harapan mereka baik secara indvidu ataupun kelompok, maka tidak
akan ada konsep gugatan ataupun dakwaan yang masuk di pengadilan. Jika tidak ada
gugatan atau dakwaan sebagai input dalam sistem tersebut maka pengadilan tidak akan
bekerja dan tidak akan pernah ada.”®

Sistem hukum bukanlah suatu mesin yang bekerja dengan mekanisme dan proses
yang pasti. Para ahli hukum dengan gagasan idealnya menginginkan hukum bersifat pasti,
bisa diprediksi, dan bebas dari hal yang subjektif dengan kata lain hukum harus sangat
terprogram, schingga setiap input yang masuk dan diolah akan menghasilkan output yang
pasti dan bisa diprediksi. Oleh karenanya segala sesuatu yang outputnya lain dari pada itu
akan dipandang tidak adil.*’

Gagasan ideal terscbut diatas adalah gagasan yang mustahil diwujudkan di dalam
sistem hukum common law ataupun sistem hukum civil law. Hal itu tidak terlepas dari
karakter unik dan khusus dari sistem hukum sebagai ilmu sosial yang spesifik.
Scbagaimana yang diungkapkan oleh Friedman bahwa yang memainkan peran penting
dalam suatu proses pengadilan adalah Hakim dan para pengacara. Para hakim dalam
memutus perkara yang ditenganinya tidak terlepas dan berbagai faktor, baik latar

belakang, sikap, nilai dan intuisi. Salah satu studi menunjukkan bahwa kalangan Demokrat

*Ibid, Hal. 12.
*Ibid, Hal. 13.

UNIPiREPAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanp}n6lencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa iZHEMFFWTM§Q§ﬂ&Wma.aC.id]22/8/24



Tri Teguh Cahyo Wibowo - Penerapan 2 Alat Bukti yang Sah bagi Hukum untuk Menjatuhkan Hukuman kepada Terdakwa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa iZMMFFWTM§Q§ﬂ&Wma.aC.id]22/8/24



Tri Teguh Cahyo Wibowo - Penerapan 2 Alat Bukti yang Sah bagi Hukum untuk Menjatuhkan Hukuman kepada Terdakwa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa iZMMFFWTM§Q§ﬂ&Wma.aC.id]22/8/24



Tri Teguh Cahyo Wibowo - Penerapan 2 Alat Bukti yang Sah bagi Hukum untuk Menjatuhkan Hukuman kepada Terdakwa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa iZMMFFWTM§Q§ﬂ&Wma.aC.id]22/8/24



Tri Teguh Cahyo Wibowo - Penerapan 2 Alat Bukti yang Sah bagi Hukum untuk Menjatuhkan Hukuman kepada Terdakwa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa iZMMFFWTM§Q§ﬂ&Wma.aC.id]22/8/24



Tri Teguh Cahyo Wibowo - Penerapan 2 Alat Bukti yang Sah bagi Hukum untuk Menjatuhkan Hukuman kepada Terdakwa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa iZMMFFWTM§Q§ﬂ&Wma.aC.id]22/8/24



Tri Teguh Cahyo Wibowo - Penerapan 2 Alat Bukti yang Sah bagi Hukum untuk Menjatuhkan Hukuman kepada Terdakwa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa iZMMFFWTM§Q§ﬂ&Wma.aC.id]22/8/24



Tri Teguh Cahyo Wibowo - Penerapan 2 Alat Bukti yang Sah bagi Hukum untuk Menjatuhkan Hukuman kepada Terdakwa

d. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau
keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang tergantung sebagai akibat
adanya kejahatan. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum
pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak
pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Barang bukti adalah benda yang digunakan untuk meyakinkan Hakim akan
kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya; barang
yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam suatu perkara.*

Barang bukti adalah benda atau barang yang digunakan untuk meyakinkan
IHakim akan kesalahan Terdakwa terhadap perkara pidana yang dituntutkan
kepadanya.*’

Di dalam hukum acara pidana pembuktian merupakan titik sentral di
dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Ial ini karena melalui tahapan
pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara dan perbuatan membuktikan untuk
menunjukkan benar salahnya terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam
sidang pengadilan.

Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum
oleh hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang
kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum
berkewajiban untuk membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakan dengan
mengajukan alat bukti di muka persidangan untuk dinilai kebenarannya oleh

Majelis Hakim. Kemudian Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Majelis

* Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia
Pusat Bahasa, PT. Gramedia, Jakarta, Hal. 140
* Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana:

UNIVEﬁg}f'IWA@M"Eﬁ &f{f A)R‘éﬁl’ Mandar Maju, Bandung, Llal. 99
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2.3,

Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau

perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya,

atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.®Adapun hipotesis

penulis dalam permasalah yang dibahas adalah sebagai berikut:

1.

Kekuatan hukum barang bukti tidak dapat dilepaskan dari keberadaan alat-
alat bukti. Barang bukti secara yuridis formal tidak termasuk kepada alat-alat
bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana, namun dalam proses praktik hukum atau praktik
peradilan, barang bukti tersecbut dapat berubah dan berfungsi scbagai alat
bukti yang sah, tergantung pada siapa keterangan mengenai barang bukti
tersebut dimintakan, apakah kepada saksi, ahli, ataupun terdakwa.
Keberadaan barang bukti scharusnya memperkuat dakwaan jaksa penuntut
umum untuk membuktikan tindak pidana yang dituduhkan telah dilakukan
oleh terdakwa serta dapat membentuk dan menguatkan keyakinan hakim atas
kesalahan terdakwa tersebut.

Pertimbangan Hakim sudah seharusnya mempertimbangkan segala fakta
hukum yang terungkap di persidangan, termasuk segala fakta hukum yang
terungkap dari barang bukti dan dari segala keterangan saksi, ahli, dan juga
terdakwa tentang barang bukti tersebut. Pertimbangan fakta hukum yang
lengkap, ketika memutus, hakim dapat menerapkan peraturan perundang-
undangan pada suatu peristiwa konkrit yang terbukti selama proses

persidangan berlangsung dengan tepat.

* Syamsul Arifin, 2012. Metode Penulisan Karya llmiah dan Penelitian Hukum, Medan
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BAB YV

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1.

Sistem menganut “pembuktian menurut undang-undang secara negatif diatur
didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara dalam Pasal 183 KUHAP,
yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan
bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya™.

Alat bukti menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi Hakim dalam
menjatuhkan  hukuman bagi terdakwa atau pelaku  kejahatan. Tidak
terbuktinya kesalahan terdakwa tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 183
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang adanya
jumlah minimum alat bukti yaitu sebanyak dua buah alat bukti yang diatur
dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan
harus terdapat keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa. Apabila tidak
terpenuhi syarat minimum alat bukti sebagaimana telah diatur, atau apabila
hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa berdasarkan alat-alat bukti yang
dihadirkan di persidangan, terhadap terdakwa tidak dapat dijatuhkan putusan

pemidanaan.
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S.2. Saran

1.

Keberadaan dan kekuatan hukum barang bukti hendaknya diatur secara jelas
dalam Kitab Hukum Acara Pidana yang akan datang sehingga jelas dan nyata
kekuatan hukumnya dalam pembuktian pada persidangan pidana. Pengaturan
tersebut juga diharapkan dapat menambah rasa tanggung jawab penegak
hukum yang memiliki kewajiban untuk menghadirkan barang bukti di
persidangan, sehingga mengurangi angka kelirunya barang bukti  yang
dihadirkan dalam persidangan. Pengaturan tersebut juga diharapkan dapat
memberikan pandangan yang sama kepada hakim mengenai kekuatan hukum
barang bukti, sehingga mendukung penegakan hukum.

Hakim seharusnya memperhatikan setiap fakta-fakta yang terungkap di
persidangan melalui alat-alat bukti dan juga barang bukti yang dihadirkan,
dan juga menjadikannya scbagai pertimbangan dalam putusannya. Untuk
menyusun pertimbangan hukum yang tepat, logis, dan realistis, hakim
seharusnya lebih aktif dalam mencari, menggali, dan menemukan hukum
untuk dapat diterapkan secara tepat pada peristiwa konkret untuk memutus
perkara yang ditanganinya. Apabila peraturan perundang-undangan tidak
mengatur secara jelas, hakim dapat melihat ke dalam hukum tidak tertulis
yang hidup dalam masyarakat, ilmu pengetahuan, perilaku masyarakat,

yurisprudensi, perjanjian internasional.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Document Accepted 22/8/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 75
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa iZHEMFFWTM§Q§ﬂ&Wma.aC.id]22/8/24



Tri Teguh Cahyo Wibowo - Penerapan 2 Alat Bukti yang Sah bagi Hukum untuk Menjatuhkan Hukuman kepada Terdakwa

DAFTAR PUSTAKA
A.BUKU

Abdulssalam dan DPM Sitompul, 2007, Sistern Peradilan Pidana, Restu Agung,
Jakarta.

Andi Hamzah, 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Cetakan
Pertama. Sinar Grafika, Jakarta.

Astri Wijayanti, 2011. Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung, Bandung.

Bambang Purnomo, 2004. Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia,
Liberti,Yogjakarta.

Chairuman Harahap, 2003, Merajut Kolektivitas Melalui Penegakan Supremasi
Hukum, Cita Pustaka Media, Bandung.

Darwan Prinst, 2002. Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Dyambatan, Jakarta.

Hans Kelsen, 2008, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Nusa Media,
Bandung.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, Hukum Pembuktian Dalam Perkara
Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi, Miandar Maju, Bandung,

Juhaya S.Praja, 2014, Teori Hukum dan Aplikasinya, CV .Pustaka Setia, Bandung.

Lawrence M. Friedman, 1975, The Legal System; A Social Scince
Prespective, Russel Sage Foundation, New York.

Lilik Mulyadi, 2007, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik Dan
Permasalahannya, PT. Alumni, Bandung.

Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana
Kumpulan Karangan Buku Ketiga, 1.embaga Kriminologi Ul. Jakarta.

M. Yahya Harahap. 2003. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP:
Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan
Kembali, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Mohammad Taufik Makarao, Suharsil, 2004. Hukum Acara Pidana Dalam Teori
Dan Praktek, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Munir Fuady, 2013, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Kencana
Prenadamedia Group, Jakarta.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa ime%W{MﬁQ?ﬂ&gﬁﬁma.ac.id]22/8/24



Tri Teguh Cahyo Wibowo - Penerapan 2 Alat Bukti yang Sah bagi Hukum untuk Menjatuhkan Hukuman kepada Terdakwa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa iZMMFFWTM§Q§ﬂ&Wma.aC.id]22/8/24





